
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 966 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN MINIMAL PAJAK TERHUTANG 
,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan target penerimaan pendapatan 
daerah khususnya penerimaan sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu 
menetapkan Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Ambon, yang di 
tetapkan dengan Keputusan Walikota ten tang Besaran 
Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 ten tang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembatan Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 
Nomor 286);

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Ambon Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kota 
Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Ambon Nomor 388);

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon 
(Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 1);

11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Ambon.
Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Ambon
ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Ambon
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dikenakan kepada 
wajib pajak yang penetapan pajaknya lebih kecil dari 
Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Ambon
£angg .̂l23 Desember 2022

yENJ^BA^ WALIKOTIA AMBON,

MELKIAS WATTIMENA


